SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 346 sampai dengan
Pasal 358 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun
2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2025.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);



10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);



13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20,

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
53);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor
12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor
14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor
14); dan

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun
2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 22).



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 22

TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025;
Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan
Utara Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor
22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

dimaksudkan:

a. sebagai pedoman dalam menetapkan perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun
2025;

b. sebagai pedoman penyempurnaan rancangan akhir
perubahan RKPD Kabupaten/Kota;

c. sebagai pedoman dalam menyusun KUPA dan PPAS
Perubahan APBD Tahun 2025; dan

d. digunakan sebagai Instrumen evaluasi penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025
memuat hasil evaluasi RKPD tahun 2025 sampai triwulan
I, perubahan kerangka ekonomi Daerah dan keuangan
Daerah, serta perubahan rencana program atau kegiatan
Perangkat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) Sistematika Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
Bab1l :Pendahuluan;
Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan [ Tahun Berkenaan;
Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerabh;
Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
Bab VI : Penutup.



(2) Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan RKPD Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2025 sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

4. Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan
Utara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 20 Juni 2025

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

BUSTAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Plt. Kepala Biro Hukum

RADIAH BT. YOLOHIO, S.H., M.AP
NIP 197310022006042012



